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PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI                

:

:

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

1.20.00. - PPKD

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

321

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4. PENDAPATAN  1.044.166.597.400,38 

4.2. DANA PERIMBANGAN  702.306.279.497,00 

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  71.101.582.497,00 

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak  70.288.807.000,00 

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan  9.447.683.000,00 

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal  29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 60.841.124.000,00 

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam  812.775.497,00 

4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan  395.257.000,00 

4.2.1.02.13. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  417.518.497,00 

4.2.2. Dana Alokasi Umum  625.978.507.000,00 

4.2.2.01. Dana Alokasi  Umum  625.978.507.000,00 

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum.  625.978.507.000,00 

4.2.3. Dana Alokasi Khusus  5.226.190.000,00 

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus  5.226.190.000,00 

4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus.  5.226.190.000,00 

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  341.860.317.903,38 

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya  158.753.502.903,38 

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  158.753.502.903,38 

4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor  38.945.532.977,28 

4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  60.747.385.557,60 

4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  38.675.000.000,00 

4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan  100.956.368,50 

4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok  20.284.628.000,00 

4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus  182.856.815.000,00 

4.3.4.01. Dana Penyesuaian  182.856.815.000,00 

4.3.4.01.02. Tambahan Penghasilan Guru PNSD  1.272.000.000,00 

4.3.4.01.03. Dana Insentif Daerah.  24.823.057.000,00 

4.3.4.01.05. Tunjangan Profesi Guru PNSD  153.395.932.000,00 

4.3.4.01.06. Dana Desa  3.365.826.000,00 

4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya  250.000.000,00 

4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi  250.000.000,00 

4.3.5.01.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi.  250.000.000,00 

JUMLAH PENDAPATAN  1.044.166.597.400,38 

5. BELANJA  186.447.736.529,72 

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG  186.447.736.529,72 

5.1.4. Belanja Hibah  72.361.689.256,00 

5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi  52.511.689.256,00 

5.1.4.05.01. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi .  52.511.689.256,00 

5.1.4.06. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat  19.850.000.000,00 

5.1.4.06.01. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat.  19.850.000.000,00 

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial  2.672.913.000,00 

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan  967.813.000,00 

5.1.5.01.02. Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat  967.813.000,00 

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat  1.705.100.000,00 

5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.  1.705.100.000,00 

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan  Desa  29.044.000.000,00 

5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak  Daerah Kepada Pemerintahan Desa  29.044.000.000,00 
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5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa  29.044.000.000,00 

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik 79.369.134.273,72 

5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi  45.757.564.598,72 

5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Program JKBM Kepada Provinsi  27.588.889.797,95 

5.1.7.01.02. Belanja Bantuan Keuangan PHR Kepada Provinsi  17.918.674.800,77 

5.1.7.01.03. Belanja Bantuan Keuangan Kepada BPKS  250.000.000,00 

5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa  32.765.126.000,00 

5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan  32.765.126.000,00 

5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik  846.443.675,00 

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.  846.443.675,00 

5.1.8. Belanja  Tidak Terduga  3.000.000.000,00 

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga.  3.000.000.000,00 

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga  3.000.000.000,00 

JUMLAH BELANJA  186.447.736.529,72 

SURPLUS/(DEFISIT)  857.718.860.870,66 

6. PEMBIAYAAN DAERAH  35.180.417.285,00 

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  100.000.000.000,00 

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  100.000.000.000,00 

6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya  100.000.000.000,00 

6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung  15.000.000.000,00 

6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa  35.000.000.000,00 

6.1.1.04.04. Belanja Modal  50.000.000.000,00 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN  100.000.000.000,00 

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  64.819.582.715,00 

6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah  64.819.582.715,00 

6.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD)  64.819.582.715,00 

6.2.2.02.01. BUMD PDAM Kota Denpasar  4.843.582.715,00 

6.2.2.02.02. BPD Bali  59.976.000.000,00 

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN  64.819.582.715,00 

PEMBIAYAAN NETO  35.180.417.285,00 

NIP. 19601231 198112 1 149.

Drs. I Made Widra,MM.

Kepala Bagian Keuangan Setda Kota 

Denpasar

Denpasar, 24 Desember 2014


